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KALIMANTAN TENGAH
PROVINSI TERBESAR KE-2 DI INDONESIA

TERLETAK DI TENGAH- = i=e+
TENGAH WILAYAH ASIA 7~
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e Luas: 153,564 Km?2

,,;; Sebagian besar topografi
terdiri dari dataran rata
(kemiringan 0-2%) sekitar
32,97% dan 9,83% adalah
dataran berbukit dengan
kemiringan 40%.

e Luas 1,5 kali pulau
Jawa

e Terletak pada garis
equator di 0°45 LU
dan 3°30 LS, serta 1119
-116°9 BT
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 Penduduk : 2,1 juta jiwa

- Kawasan Hutan 68,81% i
__#% « Kepadatan : 13 jiwa/ km?

- Perkebunan 6,75%
- Sawah & Ladang 7%

- Pemukiman & Bangunan 0,81%
- Penggunaan lainnya 16,63%




PRIORITAS PEMBANGUNAN

|

% Skala Prioritas Pertama Pembangunan
INFRASTRUKTUR

Pembangunan pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan
laut & sungai antar Provinsi, antar Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang
terisolir serta antar sentra-sentra produksi di sektor/sub sektor pertanian,
pertambangan, perikanan/kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan
secara terencana dan terpadu.

% Skala Prioritas Kedua Pembangunan
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Meningkatkan kapasitas pelayanan publik pada pendidikan dan kesehatan.

% Skala Prioritas Ketiga Pembangunan
EKONOMI

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya
lokal yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam
upun luar negeri.




PANDANGAN DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN

« DAERAH MEMBANGUN, bukan membangun
Daerah (Menumbuhkan inisiatif Daerah dan
fokus);

« GREEN GOVERNMENT POLICY;

« KESEJAHTERAAN RAKYAT;

« DAERAH BERDAYA SAING (Perkebunan dan

. Pertambangan).



PENGGUNAAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN




POTENSI LAHAN

15.356.495 Ha
10.657.532 Ha

Luas Kalimantan Tengah

Luas Kawasan Hutan

Luas Non Hutan (Perda No.8 Thn 2003,
KPP & KPPL)

Plotting Area Perkebunan Besar

Kesesuaian Lahan

Kesesuaian Agroklimat

4.709.163 Ha
1.036.316 Ha
Kelas -1V (sesuai)
Tipe Iklim A (sesuai)

Perkebunan Besar operasional (84 unit) = 1.036.316 Ha
- Kelapa Sawit (79 unit) = 937.582 Ha
- Karet (5 unit) = 22.280 Ha




POLA PENGEMBANGAN
PERKEBUNAN

1. PERKEBUNAN RAKYAT.

2. PERKEBUNAN BESAR NEGARA,
SWASTA.

3. PERKEBUNAN PIR (PERUSAHAAN INTI

RAKYAT).

4. POLA KEMITRAAN.

5. POLA INTI DAN PLASMA.

D

I 6. POLA REVITALISASI.




Jumlah PB = 91 Unit dengan plotting area
1.036.316,498 Ha terdiri atas :

1.Telah Operasional = 84 unit (959.862,868 Ha)
a. SD IPKH = 11 Unit
(147.453,160 Ha)
b. SD HGU = 73 Unit
(812.409,708Ha)

2.Belum Operasional 7 unit (76.453,630 Ha)
a. SD IPKH = Unit (74.059,650
Ha)

b. SD HGU Unit (2.393,980
Ha)
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REALISASI PEMBANGUNAN KEBUN

Realisasi = 878.936 Ha dengan perincian Plasma =
90.239 Ha (10,27%) dan Inti = 788.697 Ha (89,73%)

terdiri atas :

A. Plasma :
1.TBM 33.245
2.TM 56.994

B.IntI :
1.TBM = 154.574
2.TM = 634.123
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PABRIK PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

No NAMA UNIT JUMLAH KAPASITAS JENIS HASIL
PENGOLAHAN (UNIT) TERPASANG OLAHAN

1. | PABRIK KELAPA 73 4.330 CPO dan PKO
SAWIT Ton/TBS/Jam

2 PABRIK MINYAK 1 1.500 TON cPO/HARI | M.GORENG
GORENG

3 | PABRIK CRUMB 4 144.000 TONftahun | SIR - 20
RUBBER
JUMLAH 78

KETERANGAN :

» PABRIK KELAPA SAWIT YANG SEDANG DIBANGUN 11 UNIT,
KAPASITAS TERPASANG 560 TON TBS/JAM.
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PERAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DALAM PEREKONOMIAN KALTENG

1. Kontributor utama bagi pembangunan ekonomi daerah,
Tahun 2012 sebesar 28% PDRB berasal dari
Perkebunan.

2. Penyerapan tenaga kerja mencapai 165.600 orang
tahun 2012.

3. Sumber penghasilan bagi banyak keluarga petani kecil.

4. Komoditas terbesar ke 2 setelah batubara, berasal dari
Minyak Sawit Mentah (CPQO) yaitu 24,7% dengan nilali
US$ 51,6 Juta, tujuan Malaysia, China dan India.
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6.

PERAN SUB SEKTOR PERKEBUNAN
DALAM PEREKONOMIAN KALTENG

Sebagai pemasok bahan baku industri dan penyediaan
bahan pangan;

Percepatan / pemerataan pembangunan wilayah /
pembukaan isolasi remote area;

Pemanfaatan sumber daya lahan kritis/marjinal dalam
pemeliharaan keseimbangan ekosistem / kelestarian
lingkungan hidup.

15



1.
2.
3.
4.

KOMITMEN DAN UPAYA
PEMRINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERKEBUNAN YANG MELIPUTI UNSUR :

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MASYARAKAT
PENEGASAN YANG KUAT ATAS HAK-HAK MASYARAKAT.
PEMBERIAN IZIN DI LAHAN TERDEGRADASI.

16



KOMITMEN DAN UPAYA LAINNYA

- Percepatan pembangunan INFRASTRUKTUR daerah.
- Mendorong Percepatan penyelesaian RTRWP.
- Mendorong pembangunan kebun berkelanjutan

dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, ekologi,
sosial budaya dan keamanan.

- Pengawasan dan Pembinaan kepada Perkebunan Besar

(CSR, Pembangunan kebun untuk Plasma, Penilaian
Usaha Perkebunan, Evaluasi Kinerja Perusahaan
Perkebunan, dll);

- Merubah POLA PIKIR masyarakat dari “peladang”

menjadi “pekebun yang intensif”;

- Mmpromosikan perkebunan rakyat dan meningkatkan

produktivitasnya.

Pengembangan KAPASITAS KELEMBAGAAN termasuk
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
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TINDAK LANJUT PERDA NOMOR 5/2011

PERGUB TENTANG PENETAPAN HARGA TBS PROVINSI;
PERGUB KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN;

PERGUB TENTANG BOKAR BERSIH;

PERGUB TENTANG PENANGANAN GANGGUAN DAN
KONFLIK USAHA PERKEBUNAN (PROSES/KERJASAMA
DENGAN YAYASAN BETANG BORNEO);

PERGUB KONSERVASI FLORA DAN FAUNA DI LOKASI
PERKEBUNAN (PROSES/KERJASAMA DENGAN YAYASAN
BETANG BORNEO);

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYESAIAN,
PENGANGULANGAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN;
KERJASAMA  PENATAAN DATA PERIZINAN USAHA
PERKEBUNAN (KERJASAMA DENGAN EARTH
INNOVATIONS INSTITUDE DAN DIRJENBUN)
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